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PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK KAMPUNG
LONG HUBUNG ULU KECAMATAN LONG HUBUNG
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ding*, Aji Ratna Kusuma?, Burhanuddin®

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembangunan Infrastruktur Listrik
Kampung Long Hubung Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.
Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Long Hubung Ulu Kecamatan Long
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dengan mengunakan jenis penelitian Deskriptif
Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara
mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah
Kepala Kampung Long Hubung Ulu, Kepala Adat Kampung Long Hubung Ulu,
dan Ketua-ketua Rukun Tetangga Kampung Long Hubung Ulu. Analisis data
dilakukan dengan cara mencatat dari hasil yang didapat dilapangan,
mengklafikasikan data dan analisis data. Dari hasil penelitian ini diperoleh
gambaran secara umum mengenai Pembangunan Infrastruktur Listrik Kampung
Long Hubung Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu,
kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam program pembangunan
infrastruktur listrik di Kampung Long Hubung Ulu dan cara pengelolaannya
kurang baik. Berdasarkan peraturan terkait yang tertulis pada cara pengelolaan
listrik kampung, masyarakat diharapkan mampu mengikuti peraturan yang
berlaku sehingga pembangunan listrik, pelayanan listrik dan pengelolaannya
dapat berjalan dengan baik. Sehingga perlunya tingkat kesadaran dari masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur listrik kampung, dan untuk memenuhi standar
yang telah ada untuk dilakasanakan dengan sesusai sehingga menciptakan
pelayanan listrik yang baik.

Kata Kunci : pembangunan infrastruktur listrik

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,
dengan menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dimana memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah dalam
menyelenggarakan Otonomi Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 32 tahun 2004 sebagai
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pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang
mana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya Kkesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui
otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai perangkat pemerintah pusat dalam proses
percepatan  pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan  melalui
pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan dan peran masyarakat harus
mampu mengakomodir serta menggelola sumber-sumber yang ada secara
keseluruhan di daerahnya masing-masing. Dalam penyelenggaraan pembangunan
di daerah itu terdiri dari perangkat-perangkat pemerintah daerah yaitu mulai dari
pemerintah  provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa.
Pembangunan yang berbasis pada pembangunan infrastruktur pedesaan
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara umum yang di
lakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan pedesaan.

Berdasarkan hasil BPS Kalimantan Timur sebanyak 4,2 jiwa bahwa 1,49
persen pertahun vyaitu 1.370.748 jiwa bermungkin di daerah pedesaan
(Kalimantan Timur dalam angka 2009) dan tersebar di 1.207 desa, yang
mempunyai mata pencarian utama pada sektor pertanian seperti tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Beberapa tahun belakangan ini
pemerintah memang banyak melakukan pembangunan pada pedesaan dengan
program-program pemberdayaan pada masyarakatnya, namun yang terjadi adalah
pembangunan-pembangunan pada perkotaan dan pedesaan yang letaknya banyak
dekat dengan daerah perkotaan. Sehingga desa-desa yang letaknya di daerah
terpencil kurang mendapat perhatian yang kurang serius dari pemerintah.

Penelitian dilakukan untuk meneliti pembangunan yang terjadi di bidang
pembangunan fisik atau infrastruktur listrik. Berdasarkan hasil observasi penulis
masalah yang terjadi di kampung Long Hubung yang peneliti pilih karena melihat
masalah sebagai berikut :

1. Lampu menyala dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 00.00
2. Pembayaran iuran solar setiap bulan masih tidak bisa ditentukan kerena
melihat dari harga solar/bahan bakarnya berbeda kadang naik dan turun
harganya.
3. Setiap rumah-rumah membayar dengan jumlah yang sama dan tidak dilihat
dari pemakaian.
Proses pengerjaan dan pembangunan listrik
Kurangnya subsidi dari pemerintah berupa uang solar
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Pembangunan Infrastruktur Listrik Kampung Long Hubung Ulu....(Ding)

Maka dari itu pembangunan listrik di Kampung Long Hubung Ulu sangat
perlu untuk diteliti karena di lihat pemasalahan diatas. Selain itu melihat dari
kondisi fasilitas umum yang ada di Kampung Long Hubung masih kurang dalam
pembangunan seperti Pembangunan Infrastruktur Listrik dan terlebih lagi masalah
pembangunan yang belum berjalan secara optimal.

Kerangka Dasar Teori
Pembangunan

Menurut H. Bachtiar Effendi (2002:9), pembangunan adalah suatu upaya
untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan
berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan
berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan tarap
hidup masyarakat, dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi suatu yang lebih
baik, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Pembangunan yang
mengarah pada suatu perubahan dan perbaikan kearah yang akan datang adalah
pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan,
dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih
baik dari yang sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama
pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan itu harus menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tjokroamidjojo (dalam Yansen
2013:204) “Tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (nation building) atau
perkembangan secara ekonomi”.

Menurut Rostow (dalam Budiman 2000:25-28) dengan teori pembangunan
modernisasi dengan lima tahap pembangunan dan proses pembangunan bergerak
dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat terbelakang ke masyarakat yang maju.

Lima (5) tahap pembangunan menurut Rostow yaitu:

1. Masyarakat Tradisional

2. Prakondisi Untuk Lepas Landas

3. Lepas Landas

4. Bergerak ke Kedewasaan

5. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

Pada dasarnya konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan,
dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih
baik dari sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama
pemerintah dan masyarakat dan pembangunan itu harus menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi pembangunan dalam
pengertian diatas adalah bahwa suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar
dan terencana didalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan untuk menuju
modernitas yang ditempuh guna pembinaan suatu bangsa.
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Pembangunan Infrastruktur

Menurut Bachtiar Efendi (2002:48), pentingnya ketersedian infrastruktur
yang memadai yang berupakan ketersedian fasilitas pelayanan publik baik sarana
pendidikan, jembatan, transportasi, air bersih, teknologi dan komunikasi bertujuan
agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan
ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena
apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal
menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang di hasilkan dan
tentunya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk
yang dihasilkan tidak kompetitif.

Selanjutnya dalam suatu rangkaian pembangunan ada hal-hal penting
yang perlu diingat yaitu adanya turut sertanya masyarakat sekitar untuk
membangun daerahnya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Dengan kata lain orientasi pembangunan harus ditopang dengan adanya
partisipasi masyarakat. Menurut Kartasasmita dalam skripsi Justinus (2009:13)
menyatakan bahwa upaya pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat
hendaknya didukung oleh partisipasi masyarakat. Ada tiga hal yang bisa menjadi
pertimbangan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah, yaitu
suatu pembangunan yang berorientasi untuk :

a. Mewujudkan kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan
masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang menjadi keunggulan
komparatif daerah. Dalam kontek ini partisipasi masyarakat sangat
diperlukan.

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan
langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, mennyediakan
prasarana dan sarana fisik maupun jasa yang dapat diakses oleh masyarakat
paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat
masyarakat semakin berdaya.

c. Memberdayakan masyarakat dengan demikian berarti melindungi dan
membela kepentingan masyarakat lemah. Oleh karena itu, pembangunan
sarana dan prasaran fisik harus bisa diakses oleh seluruh kalangan
masyarakat.

Orientasi pembangunan yang dikemukakan di atas sesuai dengan
paradigma baru pembangunan yang dikenal dengan istilah people centered
develoment atau pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Infrastruktur

Menurut Grigg (dalam Robert J Kodoatie 2005:8) infrastruktur merujuk
pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drinase, bangunan-
bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memnuhi
kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
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Salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram
sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukan bahwa secara
ideal lingkungan alam merupakan pendukung dalam infrastruktur, dan sistem
ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai objek dan
sasaran didukung oleh sistem ekonomi.

Infrastruktur Pedesaan

Program peningkatan infrastruktur pedesaan ini adalah salah satu item
yang termasuk dalam bidang percepatan pembangunan pedesaan, Yyang
terprogram dalam Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (PSKPD) Kabupaten
Mahakam Ulu dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan
Visi dan Misi dari Kabupaten Mahakam Ulu yang merumuskan tentang masalah
utama minimnya infrastruktur di desa seperti listrik.

Infrastruktur listrik

Listrik merupakan salah satu bentuk energi terpenting dalam
perkembangan kehidupan manusia modern, baik untuk kegiatan rumah tangga,
pendidikan, kesehatan, usaha, industri, maupun kegiatan lainnya dari mulai
komunitas pengguna di kota besar sampai ke pelosok pedesaan. Perkembangan
kebutuhan energi listrik dari waktu ke waktu semakin bertambah luas dan besar
sejalan dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Dalam hubungannya
dengan peningkatan output, beberapa penelitian menjelaskan bahwa
pembangunan infrastruktur listrik memberikan kontribusi dalam peningkatan
perekonomian suatu bangsa. Hao-Yen Yang di Taiwan (2000) meneliti tentang
hubungan antara (kausalitas) konsumsi energi dengan GDP menggunakan data
tahun 1954-1997 dimana konsumsi energi dibagi atas beberapa kategori yaitu
batu bara, minyak bumi, gas dan listrik dengan teknik Granger’s Causality. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara konsumsi
listrik dengan GDP. Peningkatan GDP mengakibatkan terjadinya peningkatan
pada konsumsi listrik yang signifikan. Penyediaan tenaga listrik mempunyai
karakter khusus yang membedakannya dengan komoditi lain pada umumnya.
Pada sektor ini, produsen dan konsumen harus berada dalam satu jaringan
penyaluran tenaga listrik tanpa adanya alternatif akses untuk melakukan
pendistribusian, tingkat produksi harus sesuai dengan tingkat pemakaian, karena
energi listrik yang diproduksi oleh suatu pembangkit tidak dapat disimpan.

Ketersedian Infrastruktur Yang Memadai

Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah merupakan suatu
kemudahan akses baik sosial maupun ekonomi masyarakat sehingga
masyarakatpun dapat melakukan segala aktifitas sehari-hari tanpa kendala karena
adanya fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat yang memadai yang mendukung
peningkatan ekonomi masyarakat.
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Menurut Bachtiar Effendi (2004:48), bahwa pentingnya suatu
ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas
pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik,
jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang
bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah
kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah,
karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman
modal menjadi lebih besar dan bepengaruh pada harga produk yang dihasilkan
dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya sehingga
produk yang dihasilakan tidak kompetitif.

Pembangunan Pedesaan Multi Aspek

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:17-18), Pembangunan pedesaan
harus dilihat sebagai : (1) Upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui
penyediaan dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) Upaya
mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu di
analisis sehingga lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan
aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosial
budaya dan spasial). Pemgembangan mempunyai ruang lingkup, yakni :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan
jalan, lingkungan pemungkiman dan lainnya)

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Pengeloaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)

4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan usaha, peningkatan pendapatan
(khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin

5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan
(inter rural-urban relationship).

Konsep pembangunan pedesaan bersifat multi aspek menurut pendapat
ahli diatas merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
sosial ekonomi masyarakat dalam berbagai bidang sektor kehidupan dengan
diadakannya penyediaan sarana prasarana/fasilitas-fasilitas desa baik berupa fisik
maupun nonfisik.

Metode Penelitian

Berdasarakan judul yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan jenis
penelitian  deskriptif  kualitatif. =~ Penelitian  deskriptif ~ bertujuan  untuk
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi menjuadi berbagai situasi atau
berbagai variabel yang timbul perlawanan masyarakat dayak terhadap perkebunan
kelapa sawit yang menjadi objek penelitian. dalam penelitian ini penulis
menggunakan pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara
Purposive Sampling.
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis
menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai
berikut: (1) Penelitian Perpustakan (2) Observasi (3) Wawancara (4)
Dokumentasi. Pemilihaan dan pengambilan Sumber Data penulis menggunakan
Key Informan mengambil dengan menunjuk masyarakat secara langsung yang
terkait dengan konflik. (a)Kepala Adat Kampung Long Hubung (b) Petinggi
Kampung Long Hubung (c) Pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit (d) Masyarakat
Kampung Long Hubung (e) Pemerintahan Desa
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis
menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai
berikut: (1) Pengumpulan Data (2) Reduksi Data (3) Penyajian data (4) Penarikan
Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten mahakam ulu merupakan daerah pemekaran dari wilayah
kabupaten Kutai barat dengan memiliki kampung Ujoh Bilang untuk menjadi
ibukota kabupaten yang telah diresmikan sejak tahun 2013 berdasarkan Undang-
Undang Republik indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten
Mahakam Ulu, secara geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara
113°48°49’samapai  dengan  115°45°49”’bujur  timur  serta  diantara
1°31°05”’lintang utara dan 0°09°00°’lintang selatan dengan luas sekitar 15,315km?
atau kurang lebih 7,26 persegi dari luas Provinsi Kalimantan Tmur.

Kabupaten mahakam ulu merupakan daerah pemekaran dari wilayah
kabupaten Kutai barat dengan memiliki kampung Ujoh Bilang untuk menjadi
ibukota kabupaten yang telah diresmikan sejak tahun 2013 berdasarkan Undang-
Undang Republik indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten
Mahakam Ulu, secara geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara
113°48°49°’samapai ~ dengan  115%45°49”°bujur  timur  serta  diantara
1°31°05”’lintang utara dan 0°09°00°’lintang selatan dengan luas sekitar 15,315km?
atau kurang lebih 7,26 persegi dari luas Provinsi Kalimantan Tmur.

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Long
Hubung, Kecamatan laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai
dan Kecamatan Long Apari dengan Jumlah keseluruhan 50 kampung dimana
seluruh kampung tersebut berada diDaerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam.Saat
ini, Kampung Long Hubung merupakan sebuah wilayah di pedalaman
Kalimantan Timur yang luasnya berdasarkan pemerintah Kutai Barat + 20.000
KM 2, Terletak di Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Kutai Barat, sekitar 500
KM dari Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda. Untuk sampai di
Kampung tersebut bisa ditempuh melalui 2 cara yaitu.

501



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 3, 2018: 495-504

Kecamatan Long Hubung terletak di hulu sungai mahakam, yang
perbatasasan langsung dengan Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dan
Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Kecamatan Long Hubung terdiri
dari 10 (sepuluh) kampung dimana diantaranya berada di sepanjang sungai
mahakam sedangkan 2 (dua) kampung lain berada di anak sungai mahakam.
Karena letaknya yang berada di sepanjang sungai, jalur transportasi air. Beberapa
kampung sudah dapat dilalui dengan jalur darat akan tetapi kondisi jalannya
masih rusak parah terutama jika terjadi hujan. Adapun kesepuluh kampung yang
ada di Kecamatan Long Hubung antara lain : 1. Kampung Long Hubung, 2.
Kampung Long Hubung Ulu, 3. Datah Bilang Ulu, 4. Kampung Datah Bilang llir,
5. Kampung Datah Bilang Baru, 6. Kampung Lutan, 7. Kampung Mamahak
Teboq, 8. Kampung Matalibag, 9. Kampung Wanapariq, 10. Kampung Tri Pariq
Makmur. Hampir 80% penduduk di Kecamatan Long Hubung bemata
pencaharian di bidang pertanian, perkebunan ( Jagung, Sawi, Karet, Rotan, Coklat
), dan Nelayan. Sebagian yang lain bekerja sebagai pedagang, Pegawai Negeri
Sipil, TNI dan Polri. Suku yang menjadi penduduk mayoritas Kecamatan Long
Hubung adalah suku Dayak Kenyah dan Dayak Bahau. Selebihnya adalah suku
dari luar Kalimantan Timur seperti suku Kutai, Jawa ( Pulau Jawa ), Toraja (
Sulawesi ), Banjar ( Kalimantan Selatan dan Barat ), dan Bugis ( Makasar ).

Kesimpulan dan Saran

Dari semua penjelasan yang ada dapat disimpulkan yaitu pembangunan
mengakibatkan adanya pertumbuhan yang dapat berupa pengembangan maupun
perluasan dan peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh semua suatu
komunitas masyarakat, dimana pertumbuhan tersebut sudah direncanakan, dan
dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa. Semua itu direncanakan untuk
perubahan kearah yang lebih baik.

Dalam pembangunan infrastruktur listrik yang dilaksanakan di daerah
pedalaman khususnya kampung Long Hubung Ulu Kecamatan Long Hubung
Kabupaten Mahakam Ulu yang menjadi objek penelitian ini, kampung Long
Hubung Ulu merupakan Ibukota Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam
Ulu, sudah menunjukkan perkembangan signifikan namun belum mencapai apa
yang diharapkan dan masih terkesan lamban, adapun hal tersebut dapat di
jelaskan sesuai dengan temuan-temuan yang didapati seperti:

1. Pembangunan Infrastruktur Listrik

Dalam pembangunan sarana dan prasarana Pembangunan Infrastruktur

Listrik Kampung Long Hubung Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten
Mahakam Ulu hingga saat ini masih belum memadai, hal ini didapati karena
belum lengkap fasilitas dalam pelayanan listrik seperti yang belum sesuai
standar pembangunan infrastruktur listrik, fasilitas pendukung seperti mesin
pembangkit listrik masih kurang, mesin yang digunakan dari dulu hingga
sekarang ini hanya mengunakan satu unit mesin pembangkit listrik.

2. Faktor Pendukung dalam Pembangunan Infrastruktur Listrik

502
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Masyarakat akan merasa puas jika pemerintah memberikan
pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan serta keadaan
ekonomi masyarakat. Bukan hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat
melainkan sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat, seperti
pembangunan infrastruktur listrik kampung. Dengan adanya pembangunan
ini, secara ekonomi meringankan pengeluaran biaya hidup masyarakat dari
yang biasanya. Sebagai masyarakat pedalaman yang mayoritasnya adalah
petani, tentunya masyarakat akan sering melakukan pekerjaan diladang dan
selalu pulang pada saat sore hari dimana aktifitas masyarakat sulit untuk
dikerjakan dalam keadaan yang semakin gelap. Namun sekarang masyarakat
tidak merasa terbebani lagi oleh pekerjaan hingga malam yang dilakukan
karena sudah ada penerangan. Hal-hal tersebut menjadi pendukung sehingga
masyarakat menjadi semakin semangat untuk berpartisipasi dalam membayar
iuran rutin setiap bulannya.

3. Faktor Penghambat dalam Pembangunan Infrastruktur Listrik

Sebaliknya ada pula faktor yang menjadi penghambat bagi masyarakat
untuk berpartisipati dalam membayar uang iuran rutin setiap bulannya, tidak
semua masyarakat merasa puas atas pembangunan infrastruktur listrik atau
pembangkit listrik kampung, yang diberikan terutama masyarakat yang
memiliki peralatan rumah tangga elektronik yang banyak seperti mesin cuci,
mesin air, kulkas, televisi dan yang lainnya. Sesuai dengan jatah yang
dibagikan kepada masyarakat secara merata yaitu melalui MCB 450 watt
dalam sehari untuk setiap rumah tentu tidaklah cukup untuk peralatan
elektronik tersebut. Oleh kerana itu masih banyak masyarakat yang
mengunakan mesin generator untuk membangkit alat elektronik rumah
lainnya.

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis
menyarankan beberapa rekomendasi-rekomendai kepada Pemerintah Kampung
dan Lembaga Adat Kampung Long Hubung Ulu Kecamatan Long Hubung
Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan Masyarakat dalam Pembangunan
Pembangkit Liatrik Kampung atau PLK Pembangkit Listrik Kampung antara lain:
1. Diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar uang iuran

rutin perbulannya agar supaya semua kebutuhan pembangkit listrik dapat
terpenuhi seperi pembelian bahan bakar, perbaikan mesin dan juga membayar
gaji pengurus pembangkit listrik, sehingga pengoperasian mesin dapat
berjalan dengan baik.

2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat kampung Long Hubung Ulu agar
dapat berpartisipasi dalam membayar iuran rutin perbulannya demi kebaikan
bersama dalam memberi pelayanan tenaga listrik kepada masayarakat.

3. Sosialisasi kepada masayarakat bagaimana cara pengunan tenaga listrik
dengan baik dan tempat sehingga semua alat elektronik yang ada di rumah
kita yang mengunakan tenaga listrik dapat digunakan dengan cara bergantian.
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